
 
 

 PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR      014          TAHUN 2016 
 

      TENTANG 

 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 043 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT  

DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

Memperhatikan  : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 

Tetap, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta 



Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan 

Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih 

Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak tetap, maka Peraturan Bupati 

Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2008 Nomor 14A); 

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 

27B); 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 043 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 



PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES. 

 

          Pasal I 

 

Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes 

(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 27B) 

diubah sebagai berikut : 

 

A. Perubahan Pasal-pasal 

 

1. Pasal 7 

 

(1) Biaya perjalanan dinas sabagaimana dimaksud pada 

Pasal 6 ayat (2) dan (3) digolongkan dalam 6 (enam) 

tingkatan, yaitu : 

a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan DPRD; 

b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD dan Sekretaris 

Daerah; 

c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon II 

d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon III atau PNS 

Golongan IV; 

e. Tingkat E terdiri dari Pejabat Eselon IV, V atau PNS 

Golongan III; 

f. Tingkat F terdiri dari PNS Golongan II (sopir) dan I; 

(2) Pegawai Tidak Tetap dalam perjalanan dinas 

disetarakan dengan Tingkat E. 

(3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkatnya, 

Kelompok Tani, Pimpinan dan Anggota 

Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, Murid 

Teladan, Pengrajin dalam perjalanan dinas 

disetarakan dengan Tingkat E. 



 

2. Perubahan Lampiran 

Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Brebes 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

 

          Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

 

 Ditetapkan di Brebes 

                                                                pada tanggal  10 Maret 2016   

 BUPATI BREBES, 

 

Cap ttd 

 

 IDZA PRIYANTI 

Diundangkan di Brebes 
Pada tanggal 11 Maret 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BREBES 
 

Cap ttd 
 

EMASTONI EZAM,SH.MH 
Pembina Utama Madya 

NIP.19590211 198703 1 005 
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES 
TAHUN 2016 NOMOR 15 

 

 

 

 

 

 



 

E. DAFTAR PENGELUARAN RIIL  

 
 

KOP SURAT 

 

 
DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
 
Nama   :   

NIP   :   
Jabatan   :   

 
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 

............................................. Nomor .............................., dengan ini kami 
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
 

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi : 

No Uraian Jumlah 

   

   

 Jumlah  

 
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan 

untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian 
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk 

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah. 
 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 
 Mengetahui/Menyetujui Brebes, ............................... 

 Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Daerah/Pegawai Daerah 
 Pengguna Anggaran Yang Melakukan Perjalanan Dinas, 
  

 
 .................................... .......................................... 

 NIP. ............................. NIP. ............................... 
  

 
 

BUPATI BREBES, 

 
 

 
 

 
IDZA PRIYANTI 

 


